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ABSTRAK

Penelitian tesis ini berjudul “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya
Perspektif Teori Feminis .”” Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini
adalah berkenaan dengan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Pelanggaran
taklik talak adaah tindakan tidak bertanggungjawab suami dalam rumah tangga,
tetapi berdasarkan Pasal 149 dan 158 KHI, khuluk taklik talak melepas hak
nafkah iddah, mut’ah, maskan dan kiswah Berdasarkan teori feminis, akibat
hukum khuluk karena pelanggaran taklik dalam KHI tidak sesuai dengan
kesetaraan gender, karena pelanggaran taklik talak adalah bentuk kelalaian suami.
Peneliti memilih feminis legal theory dan feminis liberal dengan pertimbangan
kedua teori ini lebih moderat daripada aliran feminis lainnya. Keadilan dalam
teori feminis liberal memegang prinsip kebebasan tetapi tetap mempertimbangkan
nilai-nilai terkadung dalam masyarakat. Ada beberapa airan feminis sebagai
penggerak keadilan dan kesetaraan gender, di antaranya adalah feminis liberal,
marxis, sosiais, radikal, post-modern, eco-feminis, dan teori hukum feminis
(feminislegal theory).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini mengetahui latar
belakang pemberlakuan taklik talak, akibat hukum taklik talak dalam KHI.
Selanjutnya, taklik talak dihubungkan dengan kesetaraan gender melalui teori
feminisliberal dan feminislegal theory.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dan legal
research. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dan komparatif. Pendekatan
penelitian adalah normatif dan kritis. Adapun metode yang dipaka dalam
menganalisis data menggunakan content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pemberlakuan taklik talak adalah
untuk menjamin dan melindungi hak-hak wanita. Tetapi status taklik talak sebagai
perjanjian belum mengikat karena tidak adanya konsekuens secara perdata bagi
suami yang melakukan pelanggaran taklik talak. Berdasarkan Peraturan Menteri
No. 3 Tahun 1975 dan KHI, Pelanggaran taklik suami memberikan kesempatan
bagi istri untuk melakukan khuluk, tetapi kemudian berdasarkan hukum positif,
istri tidak mendapat nafkah iddah dan mut’ ah (Pasal 149 dan 148 KHI). Akhirnya
Badan Peradilan Agama tidak selaras dalam memberikan keputusan khuluk
karena pelanggaran taklik talak, disebabkan hakim sensitif gender dan tidak
sensitif gender. Meskipun demikian, Pengadilan melakukan upaya hukum yang
progresif untuk lebih sensitif gender. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013,
disebutkan istri yang mengaukan khuluk dapat menuntut nafkah iddah dan
mut’ ah. Ketentuan KHI yang menyebutkan tidak berhaknya istri atas nafkah iddah
dan mut’ ah tidak sejalan dengan tujuan keadilan. Feminis liberal dan feminis legal
theory memandang bahwa hukum negara yang mencerminkan ketidaksetaraan
gender harus diperbaiki. Mempertimbangkan juga bahwa KHI adalah bahan
hukum materil Pengadilan Agama, maka harus dilakukan pembaruan yang lebih
sensitif gender atau berkeadilan.

KataKunci : Taklik Talak, khuluk, iwadh, dan Teori feminis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di
masa yang akan datang.! Perjanjian taklik talak diatur dalam Instruksi
Presiden RI. No. 01 Tahun 1991 tentang Kompilass Hukum Islam dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pada dasarnya, taklik
talak hukumnya mubah tetapi sekali sighat taklik talak diucapkan, maka
tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun.?

UU No 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan juga mengatur tentang
perjanjian perkawinan secara umum. Undang-Undang Perkawinan sedikit
berbeda dengan KHI dalam hal mengatur perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan dalam UUP dapat diubah selama pihak yang
bersangkutan setuju,® sedangkan perjanjian taklik talak dalam KHI tidak

dapat dicabut (diubah) sama sekali apabila sudah disetujui.

' KHI Pasal 1 [e] : “Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.”

? pasal 46 (3) Kompilasi Hukum Islam : Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang
wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak
dapat dicabut kembali.

Pasal 29 (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : selama
perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah
pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.



Kemudian berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor
298 Tahun 2003 tentang Taklik Talak, bunyi ketentuan taklik talak seperti
di bawah ini:

“sesudah akad nikah, saya...bin....berjanji dengan sesungguh hati,
bahwa saya akan menepati kewgjiban saya sebagai seorang suami, dan
akan saya pergauli istri saya bernama....binti...dengan baik (mu’ asyarah bil
ma ruf) menurut gjaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atasistri sayaitu
seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan
lamanya,

3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri sayaitu,

4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam
bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada
Pengadilan Agama atau kepada petugas yan diberi hak mengurus
pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh
pengadilan atau petugas tersebut, dan istrinya itu membayar uang sebesar
Rp. 10.000 iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu
kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan
untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya
untuk keperluan ibadah sosial.

Tujuan dari pemberlakuan taklik talak adalah mengikat suami
dengan perjanjian agar suami melaksanakan kewajiban-kewajibannya
sebagal seorang suami secara ma ruf. Selanjunya, istri mendapatkan hak
untuk mengajukan gugat cerai (khuluk) apabila terjadi pelanggaran

perjanjian oleh suami.* Pelanggaran perjanjian dalam sighat taklik talak

* Pasal 51 KHI : “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri
untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama.



termasuk ketegori kekerasan fisik dan psikis terhadap istri.’> Tetapi,
implikasi pelanggaran perjanjian taklik talak ini tidak berdampak negatif
sama sekali bagi suami. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 158 KHI,
Hukum malah melepaskan tanggungjawab suami apabila istri tidak ridha
kemudian mengajukan khuluk. Istri yang mengajukan gugat cerai (khuluk)
dengan alasan pelanggaran taklik talak tidak mendapat nafkah iddah® dan
mut’ah.” Penyebab lepasnya hak-hak istri (nafkah iddah dan mut’ah)
adalah hukum memandang baha istrilah yang meghendaki perpisahan
(Pasal 158 KHI) dan status talak gugat cerai khuluk merupakan talak ba'in
shughraa® Selanjutntya, sighat taklik talak mewajibkan adanya uang
tebusan (iwadh) pada cerai gugat (khuluk), meskupun pada dasarnya yang
melakukan pelanggaran perjanjian adalah suami.

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebut Kkhuluk, tetapi
menyebutkan akibat hukum perceraian dalam satu pasal sgja yaitu Pasal
41 [c] UU NO. 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

> Pasal 3 UU No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.

®KHI Pasal 149 : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; [b] :
memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri
telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaab tidak hamil.”

’KHI Pasal 158 : “Mut’ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat,(a) belum
ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul (b) perceraian itu atas kehendak suami.”

8pasal 119 KHI : “Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
(a).talak yang terjadi qabla al dukhul; (b). talak dengan tebusan atahu khuluk;”



sesuatu kewgjiban bagi bekas isteri”. Pasal ini tidak menyinggung cerai
talak atau khuluk, sebab peraturan ini berlaku umum untuk semua
kalangan dan agama di Indonesia’® Kata “dapat” pada pasa ini belum
memberikan kepastian hukum, sebab dapat bermakna istri memperoleh
atau malah sebaliknya sesuai dengan pertimbangan hakim. Lagi-lagi
kepastian hukumlah yang dibutuhkan setiap pencari keadilan.

Daam khuluk berlaku aturan-aturan iddah sebagaimana iddah
sebab cerai talak. Aturan iddah tersebut adalah istri tidak boleh menerima
pinangan laki-laki lain, istri harus menjaga diri.*° Berdasarkan ketentuan
iddah yang berlaku sama untuk setiap perceraian, maka sudah sepantasnya
istri mendapatkan hak setidaknya mut’ah dan nafkah iddah. Selanjutnya,
mempertimbangkan bahwa istri adalah korban pelanggaran taklik talak
atau kekerasan fisk dan psikis oleh suami, istri tidak seharusnya
membayar uang tebusan talak.

Berdasarkan sighat taklik talak dan ketentuan KHI, akibat hukum
taklik talak terhadap istri terdapat bias gender, di mana suami terlepas dari
tanggungjawab dan tidak merasakan dampak negatif apapun dari
pelanggaran perjanjian. Sedangkan istri selaku korban malah dibebankan
iwadh dan terlepas dari hak-hak pasca cerai. Jelas peraturan demikian
memberi kesan bahwa hukum memberi kekuatan sepihak yang berunsur

diskriminasi dan tidak berkeadilan gender.

*uu Republik Indonesia No. 1 tentang Perkawinan: “manimbang bahwa sesuai dengan
falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang
tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

KHI Pasal 151 : “Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga diri, tidak menerima
pinangan, dna tidak menikah dengan pria lain.”



Kesetaraan gender adalah posis yang sama antara laki-laki dan
perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat
dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun
berbangsa dan bernegara. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan
keadilan gender adalah suatu adalah kondisi yang adil dan setara dalam
hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.**Pengertian tentang
kesetaraan dan keadilan gender tersebut merupakan tujuan dari feminis.
Feminis adalah penggerak dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan
gender. Setiap feminis memiliki aliran dan teori yang berbeda-beda namun
memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan sistem patriarki untuk
tercapainya kesetaraan gender.*?

Ada beberapa aliran feminis sebagal penggerak kesetaraan gender,
beberapa di antaranya adalah feminis liberal, feminis sosialis, marxis,
radikal, post modern, eco-feminis, dan teori hukum feminis (Feminis
Legal Theory). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori feminis
liberal dan feminis legal theory. Feminis liberal adalah penggerak keadilan
dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpandangan luas tanpa merampas
hak orang lain."* Sedangkan teori hukum feminis adalah sebuah teori yang
fokus pada analisis dan telaah terhadap hukum yang dipandang tidak

berkesetaraan gender. Pemilihan kedua teori ini bertujuan agar hasil

11Kepmendagri No. 132 tahun 2003 Bab | Katentuan Umum, pasal 1 : “kesetaraan dan
keadilangender adalah suatu adalah kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama
antara perempuan dan laki-laki.”

“Nassaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspekif Alquran, (Jakarta:
Paramadina, 2001). Hal.64

B Asmaeny Azis, Feminis Profetik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), him. 56.



penelitian yang digunakan tidak mengedepankan kepentingan individu
belaka ketimbang nilai-nilai yang lahir dalam agama dan masyarakat.
Peneliti mengkombinasikan dua teori tersebut untuk saling melengkapi
dan menguatkan, peneliti juga memasukkan konsep kesetaraan dalam
Islam sehingga tetap sejalan dengan kaidah Islam.

Berdasarkan pemaparan problematika hukum di atas serta teori-
teori hukum yang mendukung, peneliti tertarik untuk menelit dengan judul
penelitian “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis™.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian
merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1 Mengapataklik talak perlu diadakan dalam perkawinan?
2 Apa akibat hukum taklik talak menurut Kompilass Hukum Islam
(KHI) di Indonesia?
3 Bagaimana tinjauan teori feminis terhadap taklik talak dan akibat
hukumnya dalam KHI?
C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian
ini adalah:

1 Untuk mengetahui kedudukan taklik talak dalam hukum positif di
Indonesia
2 Untuk mengetahui akibat hukum dari taklik talak di dalam Hukum

Positif di Indonesia



3 Untuk mengetahui apakah ketentuan tentang taklik talak dalam hukum
positif sesuai dengan konsep keadilan dan perlindungan perempuan
atau kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan teori feminis.

4 Untuk mengetahui apakah taklik taklik talak dan akibat hukumnya
selaras dengan tujuan hukum Kkeluarga yang sebenarnya, yakni
penghapusan diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referens
bagi para peneliti hukum khususnya yang sama objek penelitiannya
dengan judul ini yaitu tentang taklik talak atau perjanjian perkawinan.

Kepada peneliti selanjutnya, agar lebih berani dalam meneliti hal-
hal baru yakni berupa penelitian dengan menggunakan metode penarikan
hukum kontemporer untuk memberlakukan hak-hak istri pasca perceraian
khuluk sebab pelanggaran taklik talak oleh suami.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
pertimbangan bagi masyarakat supaya lebih memperhatikan nilai-nilai
kekeluargaan. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan para penarik hukum (pembuat rancangan peraturan) untuk
lebih memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam menerapkan

hukum di Indonesia.



E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kagjian terdahulu yang telah peneliti telusuri, melihat
kajian relevannya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

Penelitian oleh Mujahidin dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga pada tahun 2014, judul penelitiannya adalah “Perspektif
Yuridis terhadap Taklik Talak sebaga Perjanjian Perkawinan”. Penelitian
ini fokus pada kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan
dalam hukum positif di Indonesia.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Masykur
dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005,
judul penelitiannya adalah “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan:
Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003/2004".
Penelitian ini adalah studi putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang
perceraian sebagal akibat pelanggaran taklik talak oleh suami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dan Sri
Turatmiyah dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, judul
artikel tersebut adalah “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam
Proses Gugat Cerai (Khulu) di Pengadilan Agama Palembang”. Hasil
penelitian pada artikel ini adalah pada perkara cerai gugat, istri tidak
menuntut hak-hak pasca perceraian dan hakim tidak begitu memperhatikan
hak-hak bagi istri yang mengajukan gugat cerai.

Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Marina

Merwita Haris dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM



Y ogyakarta Tahun 2014, judul penelitiannya adalah “Tinjauan Mengenai
Pelanggaran Sighat Taklik Talak sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai
(Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang).
Tesis ini berisi penelitian tentang bentuk bentuk pelanggaran taklik talak,
pembuktiannya, dan akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan
perkara cerai gugat di Pegadilan Agama Tengerang. Bentuk penelitian ini
adalah studi putusan di Pengadilan Agama Tangerang. Adapun hasil
penelitiannya adalah dari ke-15 perkara cerai gugat akibat pelanggaran
taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang, bekas istri tidak memperoleh
hak-hak pasca cerai. Meskipun istri yang mengajukan gugatan cerai
tersebut mengajukan gugatan atas hak-hak pasca cerai, pengadilan tidak
mengabulkan tuntutan tersebut. Hal ini disebabkan istri yang mengajukan
gugatan cerai tidak berhak atas nafkah iddah, mut’ah maupun hak pasca
cerai lainnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azni dari UIN Sultan
Syarif Kasim, Riau, judul penelitiannya adalah “Analisis Gender terhadap
Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita Pasca
Cera)”. Penelitian ini membahas macam-macam hak-hak perempuan
pasca ceral dari kaca mata gender. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat bias gender di dalam peraturan hukum keluarga
Indonesia tentang hak-hak perempuan pasca cerai.

Kemudian penelitian berupa jurna dilakukan oleh Muthoin yang

merupakan dosen Tarbiyah STAIN Pekaongan, judul penelitiannya adalah
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“Taklik Talak dalam Perspektif Gender”. Kgjian teori yang dipaka adalah
perspektif teori gender secara umum. Riset ini membahas bagaimana
konsep taklik talak yang ada di masyarakat Indonesia baik dari sisi suami
maupun istri. Penelitian jurnal ini tidak membahas akibat hukum taklik
talak dalam bentuk iwadh dan khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penelitian ini juga tidak menggunakan teori feminis untuk meninjau akibat
hukum taklik talak di dalam KHI. Menurut hasil penelitian ini, hak
mengajukan gugat cerai (khuluk) dalam taklik talak adalah bukti
terjaminnya hak-hak istri, tetapi peneliti tidak membahas akibat hukum
khuluk pelangaran taklik talak terhadap nafkah iddah dan mut’ah dalam
KHI.

Penelitian bentuk tesis yang dilakukan penulis memiliki perbedaan
dengan penelitian terdahulu. Peneliti lebih menitik beratkan teori feminis
liberal dan feminist legal theory memandang kesetaraan gender dalam
taklik talak dan akibat hukumnya. Penulis akan fokus pada kritisasi taklik
talak, pemberlakuan iwadh, khuluk, dan hak-hak istri pasca cerai di dalam
KHI. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian normatif, yakni melakukan
analisis kritisisi taklik talak dan akibat hukumnya dalam hukum positif di
Indonesia
. Kerangka Teoritik

Sebenarnya perbedaan gender (gender diferences) tidak menjadi
masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan (gender inequality).

Tetapi pada kenyataannya, perbedaan sex (sex diferences) menimbulkan
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ketidak adilan bagi perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat
lemah, bahkan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Apaagi dalam suatu sistem sosial yang patriarkhi, dengan keberpihakan
kepada laki-laki berlebih, menempatkan posisi perempuan pada
suborninasi.” Jelasnya ketidakadilan gender termanifestasikan dalam
berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban
kerjalebih banyak, dan stereoptipe.’®

Konsep Kesetaraan gender dalam Islam adalah penerimaan
martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Antara laki-laki
dan wanitaterdapat hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan
politik.*® Perempuan dalam Islam juga memiliki berbagai hak yang tidak
dikenal dalam sgarah agama-agama lain, seperti hak memilih suami,
mendapatkan harta warisan, mahar, nafkah, meminta cerai, menuntut ilmu,
berperan di dalam masyarakat dan berjihad.’

Al-Qur'an menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan
gender adalah merupakan bagian dari nilai Islam yang berlaku universal.
Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip
dasar al-Qur’an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter.

Menurut Asghar, Al-Qur’ an lah yang pertama kali memberikan mereka

“The Asia Foundation, Gender dan Islam, him. 139.

Y Trisakti Handayani, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Malang: UMM Press,
2008),him. 14.

16 Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici
Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA),
2000), him. 65-67.

7 Abd Gaffar Hasan , The Right and Duties of Woman in Islam, (Riyad : Dar al-Salam,
1999), him. 12-18.
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(perempuan) hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan
dalam aturan yang legal .*®

Membahas kesetaraan dan keadilan gender, berarti berhubungan
dengan gerakan feminis. Setiap gerakan atau aliran feminis memiliki
pemikiran dan konsep yang berbeda tentang kesetaraan gender. Feminist
Legal Theory (FLT) atau Yurisprudence Feminist telah berpengaruh pada
pemikiran hukum selama beberapa dekade terakhir. Pemikiran awal dari
FLT itu muncul mengikuti gelombang-gelombang pemikiran feminis.
Khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan
ketertarikan feminis pada bidang hukum, tepatnya pada akhir tahun 1960-
an hingga awal 1970-an. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya
perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum pada masa itu dan
dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak
memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang ada, yang berkaitan
dengan perempuan.*

Asums dasar Feminist Legal Theory (FLT) dikembangkan dari
gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum
diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkokoh hubungan

sosial yang patriarkhis, sehingga hukum abai terhadap pengalaman

' Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, terj. Agung Prihantoro

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 50
¥ p. Kelly Weisberg, Feminist Legal Theory-Foundation, (Phildelphia: Temple Univercity
Press, 1993).
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perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang seksis atau
bias laki-laki.”

Teori FLT juga mengkritik doktrik hukum yang tidak berkeadilan
dan menciptakan banyak keadilan. Selanjutnya, teori ini berupaya
membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan
merekonstruksinya untuk dipahami dengan maknayang baru.*

Sekanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
feminis liberal. Feminis Liberal adalah wajah utama feminis dan termasuk
teori feminis yang moderat. Aliran ini membenarkan perempuan
bekerjasama dengan laki-laki.?? Teori feminis liebaral berpendapat, supaya
tujuan kesetaraan tercapai maka hukum yang kuat juga berperan penting
dalam menjamin keadilan ini. sehingga aliran feminis liberal menekankan
bahwa undang-undang yang melahirkan bias gender harus dihapuskan.

Feminis liberal dikemukakan untuk menentang keududukan wanita
dalam masyarakat yang dilihat secara tidak setara, sama ada dalam hak, di
dunia avam, keluarga, maupun di luar rumah tangga.**Feminis liberal

adalah sebuah gerakan kesetaraan yang menuntut revolusi peraturan yang

2(’Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti, Perdagangan
Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), him.
354

2p, Kelly Weisberg, Feminist Legal Theory-Foundation, hlm. 455-456.

> Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,
(Jakarta:Paramadina, 1999), him. 64.

2 Chris Beasley, What is Feminism?: An Introduction to Feminist Theory, (London: SAGE
Publications, 1999), him. 51
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berlaku dalam masyarakat maupun negara agar lebih berkeadilan gender
tanpa adanya pembedaan karena alasan seks.?*

Landasan paham ini berakar pada tiga unsur, yaitu pemikiran Mary
Wollstonecraft (1759-1797) dalam karya beliau Vindication of the Rights
of Woman, John Stuart Mill (1806-1873) dalam buku beliau Subjection of
Women, dan pergerakan wanita abad 19 untuk memperoleh hak mengundi
dalam pemilihan umum. Walaupun tidak menafikan pemikiran beberapa
tokoh Barat lainnya, seperti: Harriet Taylor Mill, Betty Friedan dan Jean
Bethke Elstain, dan lain-lain. Kemunculan pemikiran feminisme libera
pada hakikatnya merupakan reaksi kepada subordinasi wanita. Subordinasi
wanita berlaku kerana wujudnya serangkaian hambatan bagi wanita untuk
berperan di ruang awam, seperti di dalam akademi, forum, dan pasaran.
Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa wanita secara lahirnya tidak
sepandai dan sekuat lelaki. Dengan keyakinan, masyarakat menepikan
wanita dari aktivitas pendidikan, forum dan pasar. Paham feminisme
libera menekankan bahawa (i) keadilan gender menuntut adanya
peraturan permainan yang adil. (ii) memastikan tidak satupun pemain yang
dirugikan secara sistematik.?

Feminis libera berasums bahwa pada dasarnya tidak ada
perbedaan laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perempuan harus

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme liberal lebih

** Judith Lorber, Gender Inequality: Feminist Theories and Politics (California: Roxbury
Publishing Company, 2001), him. 34.

2> Rosemarie Tong, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, (Colorado:
Westview Press, 2009), him. 1-2, dan 12
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memfokuskan pada perubahan undang-undang dan hukum yang dianggap
dapat melestarikan sistem patriarki.® Y akni menempatkan wanita sebagai
makhluk inferior sedangkan laki-laki makluk superior. Sehingga
Peraturan-peraturan Negara yang terdapat bias gender atau kurang
mengakomodir hak-hak perempuan, maka harus dilakukan pembaruan
hukum ke arah yang lebih berkeadilan gender.

Dalam kehidupan sosia, politik, ekonomi, hukum, dan terlebih lagi
dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris, dan subordinatif terhadap
perempuan sangat jelas terjadi. Eksploitasi serta kekerasan terjadi pada
perempuan baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situas
demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh
dengan suburnya. Patriarki juga semakin tumbuh suber oleh karena
penafsiran ajaran agama secara patriarki.”’ Teori feminisme libera ini
memang berakar kepada kebebasan dan kesetarasan rasionaliti. Wanita
adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan lelaki, dan
sepantasnya diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya
terletak pada produk negara berupa hukum yang bias gender.?®

Meskipun dikatakan feminis lieberal, kelompok ini menolak
persamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam
beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran

ini tetap memandang perlu adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki

*® Mansour Fakih, Membincang Feminisme, (Surabaya: Risalah Gustika, 1996), him. 228.

%7 Wahyuni Retnowulandari, “Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis: Dalam Penegakan
Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan TERHADAP Perempuan,” Jurnal Hukum, Vol. 3 Januari
2010. Him. 26-27.

%% Rosemarie Tong, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, him. 34
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dan perempuan. Bagaimanapun juga fungsi reproduks bagi perempuan
membawa konsekuensi logis di dalam masyarakat.
G. Metode Penelitian
Berikut rincian metode penelitian yang penulis gunakan untuk
menyusun serangkaian penelitian yaitu:
1 Jenis Penelitian
Berdasarkan objek kajian dan jenis masalah yang ada
penelitian ini menggunakan metode penelitian library research, yaitu
penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan
dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah
yang sedang dipertanyakan.®® Berhubung penelitian ini adalah
penelitian hukum secara kritis dan menggunakan studi pustaka, maka
penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Reseach”, yaitu
meneliti dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, untuk
kemudian dianalisi's dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan
seperti buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan® dengan
hukum keluarga dan gender.
2 Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dan komparatif,

digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikas secara kritis

*Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Rifka Aditama, 2008),
him. 50.

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat
(Jakarta:Rajawali Pers, 2006), him. 23.
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analitis melalui proses klasifikas terhadap ketentuan-ketentuan
hukum yang telah berlaku selamaini.®*
3 Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang ditempuhkan dalam penelian ini adalah

a Pendekatan normatif dan Yuridis, yaitu pendekatan masalah
dengan mendasarkan pada ketentuan nash Al-Quran dan Al
Hadigkaidah-kaidah figh, Hukum Positif atau Undang-Undang
yang berlaku di Indonesia dan Kompilast Hukum Islam (KHI).

b Pendekatan Kritis, yaitu penelitian mengenai dasar dan batas
pemikiran atau mengenai Syarat-syarat kesahihan pemikiran
tertentu,*terhadap bias gender yang mewarnai sighat taklik talak
dan Akibat hukum taklik talak dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilass Hukum Islam
(KHI).

4 Sumber Data
a Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian.®* Sumber data primer yang penulis
gunakan yaitu: UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri No 3 Tahun

*! Fatimah Zuhraha, “Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Hukum Islam
(Analisis Teori Gender),” skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwalul Asy Syakhsiyah IAIN Zawiyah Cot
Kala Langsa 2015, him. 11.

*2 Johan Hendrik Meuleman, Nalar Islami, (Jakarta: INIS, 1993), him. 6

3Joko P Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), him. 87.
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1975, PP No. 45 Tahun 1990, dan UU RI No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan
buku-buku tentang gender dan feminis.
b Sumber Sekunder
Sumber data sekunder adalahh sumber data pendukung
yang berfungsi menguatkan atau juga menambah. Adapun sumber
data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang
berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga positif di
Indonesia, tentang kedudukan perempuan, tesis, jurna ataupun
artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas peneliti.
5 Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka
dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan materi yang
dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis
lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.
6 Metode Analisis data
Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data
menggunakan content analysis.** Dalam content analysis pendliti
yang peneliti bahas, menggunakan kajian teori feminis untuk
menganalisis permasalahan hukum. Kemudian perlu diproses dengan

aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini

3 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1 (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996), him. 49.
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untuk menganalisis pasal-pasal tentang taklik talak dan akibat hukum
taklik talak pada hak-hak wanita pasca cerai dalam hukum keluarga
positif di Indonesia. Selanjutnya peneliti menggunakan studi feminis
untuk menganalisis setiap akibat hukum taklik talak pada hak-hak
perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Berhubung penelitian ini adalah berbentuk proposal tesis di mana
akan dilanjutkan pada jenjang tesis. Maka terdapat sistematika
pembahasan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan tersebut berisi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pendahuluan diletakkan
di Bab | karena merupakan langkah awal dalam penelitian sehingga yang
akan dilakukan dapat memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang benar dan
dapat mencapai tujuan yang dikendaki atau diharapkan

Bab Il Studi Gender, Feminis Legal Theory, Fiminis Liberal, dan
kesetaraan gender dalam Islam. Pengertian Gender, ketimpangan gender,
kesetaraan dan keadilan gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam
perspektif 1slam, Feminis Legal Theory dan Feminis Liberal.

Bab 11l Hasll Penelitian yang membahas tentang Taklik talak dan
akibat hukumnya dalam hukum Positif di Indonesia: Taklik talak sebagai
perjanjian perkawinan ditinjau dari teori feminis, Latar belakang

pemberlakuan taklik talak, pelanggaran taklik talak sebagai tindak
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kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari sudut pandang teori feminis.
Kemudian, akibat hukum taklik talak berupa khuluk, hak-hak Istri pasca
ceral, dan iwadh.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang membahas kejian teori
feminis terhadap khuluk dan iwadh sebagai akibat pelanggaran taklik
talak.

Bab V merupakan penutup, bagian akhir dari isi penelitian yang

memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1 Latar Belakang Pemberlakuan Taklik Talak

Pada dasarnya tujuan diberlakukan taklik talak dalam perkawinan
adalah untuk mengikat suami melaksakan kewagjibannya sebagai kepala
keluarga serta menjamin hak-hak perempuan. Suami dalam masa
perkawinan dikhawatirkan melakukan kesewenang-wenangan dan
mendzalimi terhadap istri. Sehingga diberlakukanlah taklik talak sebagai
penjamin hak wanita untuk menggukan khuluk atau gugat cera ke
Pengadilan Agama.

Pelanggaran Taklik Talak oleh suami berimplikasi pada munculnya
hak istri untuk menggukan gugat cerai (khuluk) di Pengadilan Agama.
Ketentuan ini sesuali dengan pejalasan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Pasal 116 KHI tentang alasan-alasan perceraian menyatakan
pelanggaran taklik talak sebagal salah satu alasam pengajuan gugatan cerai
(khuluk).

2 Taklik Talak dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan Hukum Positif yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilass Hukum Islam, taklik talak belum mampu
mengakomodir hak-hak perempuan. Pasal 41 (c) UUP tidak secara tegas
memberikan jaminan bagi istri yang tertalak ba'in shughraa (khuluk)

dalam memperoleh nafkah iddah dan mut’ah. Bahkan pasal 149 dan 158
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KHI secara tegas menyatakan istri yang mengajukan gugat cerai (khuluk)
tidak berhak atas nafkah iddah dan mut’ah. Kecuali perceraian atas
kehendak suami (cerai talak), maka istri memperoleh hak-hak tersebut.
Tentu ketentuan hukum yang demikian tidak sgalan dengan tujuan
keadilan dalam hukum.

Iwadh Rp.10. 000 dalam talak talak beradasarkan Keputusan
Menteri Agama Rl No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang
Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Iwadh
dalam cera gugat atau khuluk karena pelanggaran taklik talak menjadi
sebuah kewajiban. Padaha pada dasarnya hostorisitas atau kontekstual
QS. Al-bagarah ayat 229 tentang khuluk dan iwadh serta pendapat jumhur
ulama menyatakan iwadh tidak berlaku bagi istri yang mengajukan khuluk
karena kelalaian atau kesalahan suami. Pada dasarnya, Iwadh adalah
tebusan atau ganti rugi, sehingga penebusan tidak patut dilakukan istri
sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), pelanggaran taklik talak
termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan
adanya hukum positif yang menyatakan khuluk menyebabkan suami
terlepas dari kewajiban menanggung nafkah iddah dan mut ah, akhirnya
ada sgja putusan hakim Pengadilan Agama tidak sensitif gender, sehingga

suami lepas dari tanggungjawabnya.
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3 Khuluk dan Iwadh sebagai Akibat Hukum Taklik Talak
Perspektif Teori Feminis

Ketentuan hukum positif mnayatakan hilangnya hak istri terhadap
nafkah masa menunggu (iddah) dan mut’ah di dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan ketidakpastian hukum dalam UUP dalam menjamin hak-
hak istri pasca gugat cerai (khuluk) mencapai keadilan prosedura tetapi
tidak adil secara substatif. Hukum yang menempatkan bahwa akibat
hukum perceraian atas kehendak istri berbeda dengan perceraian atas
kehendak suami. Sehingga istri sebagai korban pelanggaran taklik talak
atau KDRT tidak mendapat hak-hak sebagaimana mestinya. Hal tersebut
menyebabkan ketidak selarasan putusan hakim-hakim Pengadilan Agama
dalam perkara cerai gugat (khuluk) karena pelanggaran taklik talak.
Dengan demikian, taklik talak sebagaimana diasumsikan sebagai penjamin
hak-hak wanita masih menimbulkan sebuah pertanyaan besar.

Pada dasarnya, konsep kesetaraan hukum menurut Feminis Legal
Theory dan Teori Feminis Liberal adalah hukum harus mampu
mengakomodir hak-hak perempuan, dan tidak membeda-bedakan
seseorang berdasarkan jenis kelamin. Tetapi bukan berarti pula hukum
selalu besifat netral hukum. Maksudnya, dalam sebuah keadaan di mana
perempuan sebagai korban dikriminsai atau kelalaian laki-laki, wanita
memperoleh hak istimewa demi mengedepankan prinsip keadilan.

Meskipun KHI menyebutkan hilangnya hak istri terhadap nafkah iddah
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dan mut’ah dalam khuluk, tetapi mempertimbangkan alasan perceraian

atas kesalahan suami, hukum memberikan nafkah iddah dan mut’ ah.

Isam dalam konsep keadilan gender lebih awal mengupayakan
hak-hak wanita cerai khuluk. Keadilan dalam Islam adalah kesetaraan
bukan persamaan, karena antara laki-laki dan wanita memang terdapat
beberapa perbedaan. Dalam hukumnya, bahkan para ulama menyatakan
iwadh tidak wajib dalam khuluk apabila kesalahan datang dari suami,
bahkan khuluk tidak menyebabkan lepasnya hak-hak istri terhadap nafkah
iddah dan mut’ ah sekalipun perceraian atas kehendak istri.

B. SARAN-SARAN

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran yang
penulis sampaikan:

1) Melihat kedudukan taklik talak adalah sebagai sebuah perjanjian, maka
adalah sarana yang tepat untuk melindungi wanita. Tetapi muatan taklik
talak sebagal perjanjian tersebut belum mampu melindungi hak-hak
perempuan. Taklik talak mencerminkan ketidaksetaraan gender. Untuk
menjadikan taklik talak terwujud sebagaimana mestinya tujuan hukum
yakni melindungi hak-hak perempuan, maka KHI harus dilakukan
perubahan.

2) Tujuan penulis bukan untuk menghapus peraturan tentang akibat
hukum khuluk dalam KHI, tetapi supaya taklik talak berjaan

sebagaimana mestinya,
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4)

5)
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Melihat zaman semakin berkembang, dan permasalah yang semakin
rumit maka hukum tidak selalu berwujud sama pada setiap zaman.
Angka perceraian di Indonesia banyak adalah cerai gugat oleh istri
karena suami yang tidak bertanggungjawab. KHI melepaskan suami
dari tanggungjawab pasca cerai begitu sgja, maka tidak akan pernah
efek jera. Hukum yang menentukan tebusan untuk talak suami dzalim,
maka hukum tengah meninggikan dergat laki-laki yang tidak
selayaknya.

Hakim-hakim Pengadilan Agama harus terus berani melakukan
penerobosan hukum apabilatidak sesuai dengan keadilan.

Hukum positif yakni KHI masih perlu dilakukan pembaharuan yang
berkeadilan gender agar selaras dengan prinsip keadilan dalam Buku |1
Peradilan Agama tentang Pedoman Administrasi dan Tugas Peradilan

Agama.
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